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DENGAR RAHMAT TUHAl'f TARG BlAHA ESA 

BUPATI PESlSIR BARAT. 

Menimbang a.	 bahwa dalarn rangka tertib administrasi belanja 
tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat, perlu ada 
aturan sebagai pedoman da1arn pengelolaannya 
agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan 
terkoordinasi; 

b.	 bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, 
agar dalarn pelaksanaannya dapat beljalan dengan 
baik dan lancar, maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Pesisir Barat. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
~ Pern~rintah?Jl p~~ (!rem~ Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4.	 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 



5.	 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 

7.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan undang-undang NOmOf 9 Taboo 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56791; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
NomOI" 4578); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 NomOI' 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10	 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
NomOI' 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

12.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
.6elanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 
Anggaran 2016; 

13.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesiair Barat; 



12	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 
Anggaran 2016. 

MEMUTUSKAR: 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK 
TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat; 

2.	 Pemerintaban Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
Otonomi dan Tugas Pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagannana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

4.	 Bupati adaIah Bupati Pesisir Barat; 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adaIah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

7.	 Afiggatan Pendapatafi dan Belanja Daerah yang selafijutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

8.	 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD 
adalah Kepala Dinas Pendapatan, Penge10la Keuangan dan Aset Daerah 
sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah; 

9.	 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPKD adaIah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD; 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/barang; 

11. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana aIam dan bencana sosiaI yang tidak 
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; 



12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD 
adalah Rencana Kerja Dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum 
Daerah; 

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alarn antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dan tanah longsor; 

14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwayang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 
teror; 

15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani darnpak 
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 
prasarana dan sarana; 

16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 
timbulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi; 

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 19. 
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 
BUD; 

18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-1S adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 
surat perintah keIja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerlma, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPrK; 

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakanj'diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD; 

20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran{kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

BABII
 
PERUNTUKAN BELANJA TAKTERDUGA
 

Pasal2
 

Belanja tidak terduga diperuntukan mendanai : 

1. Tanggap darurat penangguiangan bencana alam; 

2. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial; 



3.	 Tanggap darurat dalarn rangka pencegahan gangguan terhadap 
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, 
ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah; 

4.	 Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 

BAB III 
TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasa13 

(1) Pemberian belanja tidak terduga sebagaimana pada pasal 2 angka 1, 2 
dan 3 adalah setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 

a.	 Laporan bencana dari Peratin setempat dan diketahui oleh Carnat. 

b.	 Nota Dinas dari SKPD terkait berdasarkan hasil tinjauan lapangan 
disertai RAB kebutuhan biaya atau besarnya kerugian yang 
ditimbulkan. 

c.	 Surat pemyataan bencana dati Bupati berikut pemyataan perlu 
penanganan segera. 

(2) Sekiranya Bupati memandang perlu untuk segera diberikan bantuan 
maka dana bantuan bencana alarn atau bencana sosial dapat 
direalisasikan mendahului persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1). 
Dengan catatan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
segera disusulkan paling lambat 14 hari sejak dana diterima. 

(3) SKPD	 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
PasaI 2 angka 4, yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah 
mengajukan permohonan pengembaiian kelebihan penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan 
persetujuan. 

(4) Penyaluran belanja dana tidak terduga dilaksanakan ke rekening 
penerima atau dibayarkan tunai oleh Bendahara Pengeluaran. 

BABIV 
PERTANGGUNGJAWABAN BEbANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal4 

(1) Penerima belanja tidak terduga wajib : 

a.	 Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b.	 Membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak 
terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima 
beserta tanda bukti penggunaan; 

c.	 Membuat laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana belanja tidak terduga 
diterima, 

(2) Penerima dana belanja tidak terduga menjadi objek pemeriksaan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Pungsional, 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasalS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat 

SEKRETARIS dRAB 
KABUPATEl'f ISIR BAHAT, 

Diundangkan di Krui 
pada tanggal n - o~ - 2016 

2016 

•
 
FREDY,SM
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 


